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KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR
900.1.15/1/Dinsospprpa/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tentang Penunjukan Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan
ditetapkan tersebut dipandang cakap dan mampu
serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai
Pajabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

c. bahwa untuk memenuhi point dimaksud pada
huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
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Mengingat

1.

Perempuan dan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republiklndonesia Tahun 1965 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2024;

13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
900/708/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2024.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lajur 2

daftar lampiran ini sebagai Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) pada di Dinas Sosial, Pemberdayaan
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat
Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU
dan SPP-LS beserta bukti kelangkapannya yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM,;

3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran;

4. Melaksanakan fungsi akuntansi SKPD; dan

5. Menyusun Laporan Keuangan SKPD.

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR 900.1.15/1/Dinsospprpa/2024
TANGGAL 3 JANUARI 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No Nama /Nip Pangkat/ Jabatan Dinas Jabatan Kegiatan
Golongan
RAHMADI, S.AP,. M.Si Penata Tk.1 Perencana Ahli .
1| NIP. 19850723 200501 1002 | (II/d) Muda Pejabat Penausahaan Keuangan (PPK)

KEPALA DINAS

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003
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